
BUPATI KUDUS
PHOVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDU;
NOMOR: 150/211/2021

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI

KEWENANGAN DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sebagian
urusan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan
kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan yang
efektif, efisien, dan responsif ^ serta optimalisasi peran
kecamatan, diperlukan pendelegasian sebagian kewenangan
Bupati kepada Gamat;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelimpahan
kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang

: 1. Undang-Undang NomorMengingat

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);



23 Tahun 2014 tentang
Daerah (Lertibaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembamn
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telgh
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indoriesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentanf iipth Reija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tam^bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang“Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
Pelayanan Administrasi Terpadutentang Pedoman

Kecamatan;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerahtentang

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
99);
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ll.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

12.Paraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Mendelegasikan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah di Kabupaten Kudus.

: Pendelegasian sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU untuk urusan pemerintahan konkuren,
dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.

KESATU

KEDUA

: Pendelegasian sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU untuk urusan pemerintahan umum, dengan
daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

KETIGA

ini.

: Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang didelegasikan
kepada Camat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
apabila :
a. kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilaksanakan;
b. terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan;

dan/atau
c. perubahan kebijakan pemerintah daerah.

; Pembinaan dan pengawasan terhadap pendelegasian sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, dilakukan:

pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pemerintahan yang didelegasikan; dan

b. pengawasan oleh Inspektur Daerah.

: Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA meliputi:
a. penetapan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk

teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati
yang didelegasikan;

KEEMPAT

KELIMA

a.

KEENAM



,4.

bimbingan, arahan, dan pengendalian teknis
kewenangan yang

b. pemberian
terhadap pelaksanaan sebagian
didelegasikan; dan .

c. peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pegawai
melaksanakan tugi.§ sebagian kewenangan Bupatiyang

yang didelegasikan.

; Camat sebagai penerima pendelegasian sebagian kewenangan
Bupati sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
menyampaikan laporan
periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan
tembusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan
pembinaan dan pengawasan.

KETUJUH

pelaksanaan kegiatannya secara

: Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Camat juga

atribusi sesuai ketentuan
KEDELAPAN

kewenanganmelaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
dibebankan kepada Anggaran

KESEMBILAN
Keputusan Bupati ini,Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KESEPULUH

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

KUDUS
WAKIU^JPATI,

2 I'e’bimri 2021

M ^ o P o

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kudus yang terkait.

A.
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